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1.1 Latar Belakang

Penerimaan utama negara terdapat di perpajakan, pajak pusat terdiri dari; PPh,
PPN, bea materai, bea dan cukai, PBB, serta pajak lainnya termasuk pajak
perdagangan internasional. Selain itu, anggaran penerimaan negara juga diperoleh
dari penerimaan negara bukan pajak seperti migas dan nonmigas. Dikutip dari
laman (Kompas.com, 2019), data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa
secara komulatif neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Maret 2019
mengalami defisit sebesar US $ 190 juta yang dipicu oleh surplus di sektor
nonmigas sebesar US $ 1,15 miliar sedangkan sektor migas mengalami defisit
sebesar US $ 1,3 miliar. Pada bulan Maret 2019 nilai neraca perdaganga mengalami
surplus yang dipicu oleh sektor nonmigas sebesar US $ 0,54 miliar, sementara
sektor migas mengalami defisit sebesar US $ 0,45 miliar (Kompas.com, 2019).
Berikut adalah penerimaan penerimaan negara dari tahun 2017 hingga tahun 2019

yang disajikan pada tabel 1.1



(dalam miliar rupiah)

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Negara Sektor Pajak dan Bukan Pajak

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Penerimaan | Rp.1,240, | Rp.1,285, | Rp.1,129, | Rp.1,301 | Rp.1,312
Perpajakan | 4 0 1 5 40
Pajak Dalam | Rp.1,440, Rp.1,249, | Rp.1,094, | Rp.1,259 | Rp,1.275
Negeri 0 5 3 91,6

. Pajak
Perdagangan | Rp.49,3 Rp. 666,2 | Rp. 34,8 Rp. 38,7 | Rp. 36,8
Internasional
Penerimaan
Negara Rp. 253,7 | Rp.261,9 | Rp.266,7 | Rp.350,9 | Rp.362,8
Bukan
Pajak
Penerimaan | Rp.102,3 | Rp. 65,7 Rp. 96,3 Rp.119,8 | Rp.139,1
Sumber
Daya Alam
Bagian Laba | Rp. 37,6 Rp. 37,1 Rp. 43,5 Rp.45,04 | Rp. 76,7
BUMN
PNBP Rp. 78,5 Rp. 117,2 | Rp. 87,5 Rp.105,7 | Rp.105,0
Lainnya

. Pendapatan | Rp. 35,2 Rp. 41,9 Rp. 39,5 Rp. 46,4 | Rp.42,01
BLU

(sumber: www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan negara terbesar ada
pada sektor perpajakan, di mana pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, pajak perdagangan
internasional dan lainnya. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak meliputi
penerimaan sumber daya alam (migas dan non migas), bagian laba BUMN, PNBP

lainnya, dan pendapatan BLU.



Realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) periode tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1,786,3 triliun rupiah.
Dengan ditargetkannya APBN diharapkan Diretorat Jendral Pajak (DJP) dapat
mencapai target yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015-2018. Pada
periode tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,489,3 triliun, 2016
sebesar Rp. 1,538,2 triliun, 2017 sebesar Rp. 1,472,7 dan periode tahun 2018
sebesar Rp. 1,618,1. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan pada periode
tahun 2015-2018 tidak mencapai target yang maksimal. Berikut gambaran antara
target dan realisasi penerimaan pajak periode tahun 2015-2019, seperti yang

disajikan pada grafik 1.1 sebagai berikut:
Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam triliun)

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
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Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di

Indonesia belum bisa mencapai target yang maksimal seperti yang diharapkan oleh

pemerintah. Meski begitu penerimaan perpajakan tersebut mengalami peningkatan



dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tidak tercapainya
target penerimaan pajak ialah tax avoidance, menurut (Pohan, 2016) Tax Avoidance
adalah usaha untuk melakukan pengefisienan terhadap biaya pajak terutang dengan
cara melakukan penghindaran pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada
pembayaran yang bukan objek pajak. Tax avoidance termasuk tindakan
penghindaran pengenaan pajak yang legal menurut hukum. Meskipun tindakan
tersebut harus dihindari oleh wajib pajak, namun tax avoidance tetap dilakukan
dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan
peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan,
2016).

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi praktik tax avoidance,
salah satunya yaitu kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan,
koneksi politik, dan joint audit. Kepemilikan Institusional adalah suatu proporsi
kepemilikan saham institusi yaitu institusi pendiri perusahaan, yang bukan
merupakan institusi pemegang saham publik dan diukur dengan presentase jumlah
saham yang dimiliki oleh investor. Pengaruh kepemilikan institusional dijadikan
sebagai agen pengawas yang ditekan melalui investasi yang cukup besar dalam
pasar modal (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Dengan adanya keberadaan pihak
pemilik saham institusional maka perusahaan secara profesional akan
meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan investasi pemilik saham
institusi. Sehingga dengan begitu pemilik saham institusi akan meningkatkan

sistem pengendalian terhadap tindakan manajemen perusahaan yang menyebabkan



tingginya tekanan untuk meningkatkan laba, maka potensi untuk melakukan tax
avoidance juga semakin tinggi (Cahyono et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Eskandar & Ebrahimi, 2020) menunjukkan
bahwa kepemilikan institusional secara umum berpengaruh positif terhadap tax
avoidance. Setelah membagi total kepemilikan institusional menjadi aktif dan pasif,
menjadi jelas bahwa pemilik institusional aktif juga memiliki efek positif terhadap
tax avoidance dan menginspirasi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak,
tetapi pengaruh pemilik pasif terhadap tax avoidance adalah negatif. Lain halnya
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mappadang et al., 2018) dan (Kalil, 2019)
mengatakan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tax avoidance. Artinya kepemilikan institusional sebagai kepemilikan
yang canggih ingin mengikuti aturan dan mematuhi semua peraturan pemerintah.
Mereka lebih memilih perhatian untuk mendapatkan keuntungan bagi masa depan
perusahaan dalam jangka panjang, dan kepemilikan institusional yang baik dapat
mengurangi masalah tax avoidance di suatu perusahaan (Kalil, 2019).

Sekurang-kurangnya komite audit harus terdiri dari satu orang komisaris
independen dan dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten dan komite
audit tersebut bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Mahulae et al., 2016).
Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dikarenakan
pembentukan komite audit hanya untuk memenuhi peraturan Kep-643/BL/2012
mengenai kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit. Menurut
penelitian yang dikemukakan oleh (Damayanti & Susanto, 2015), dan (Alfia, 2016)

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance karena jumlah



komite audit dalam perusahaan tidak memberikan jaminan akan melakukan
tindakan tax avoidance dan jumlah komite audit tidak dapat mengintervensi
kebijakan pajak perusahaan yang terkait dengan aktivitas tax avoidance. Namun
menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kalil, 2019) komite audit berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, komite audit yang
baik dapat mengurangi masalah tax avoidance di suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan terbagi atas beberapa kategori, yaitu perusahaan
berukuran besar, perusahaan berukuran menengah, dan perusahaan berukuran kecil.
Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan melihat besarnya total aset yang
dimiliki oleh perusahaan (Jasmine, 2017). Tindakan oportunis manajer dalam
melakukan tax avoidance tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran perusahaan,
karena dengan memanfaatkan loopholes perusahaan menganggap pajak yang
dibayarkan merupakan beban untuk mengurangi laba (Tandean, 2016). Penelitian
yang dilakukan oleh (Chicarelli, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak
mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian tersebut tidak sejalan
dengan (Dewinta & Setiawan, 2016) vyaitu ukuran perusahaan mempunyai
pengaruh positif terhadap tax avoidance, semakin besar ukuran perusahaan, maka
semakin tinggi pula aktivitas tax avoidance, hal ini disebabkan karena perusahaan
dengan jumlah aset yang cukup besar dianggap mampu dan lebih stabil dalam
menghasilkan laba di perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan lebih agresif
untuk melakukan praktik tax avoidance (Dewinta & Setiawan, 2016).

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang, seperti pada

Indonesia. Perusahaan di Indonesia umumnya menempatkan orang-orang yang



memiliki koneksi dengan pemerintah di bidang yang dianggap berpengaruh
terhadap struktur perusahaan seperti dewan komisaris maupun dewan direksi.
Dengan adanya jalinan koneksi politik di suatu perusahaan dapat menjadi
keuntungan bagi perusahaan, keuntungan tersebut ialah; mudahnya mendapatkan
pinjaman dan memungkinkan mendapat pemeriksaan pajak yang rendah. Dengan
begitu perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning)
yang akan mengarahkan ke dalam tindakan tax avoidance (Lestari & Putri, 2017).
Menurut penemuan (Phie & NG, 2020) koneksi politik memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap tax avoidance, perusahaan yang memiliki koneksi politik
yang tinggi cenderung melakukan tindakan tax avoidance yang pada akhirnya dapat
mengurangi kepercayaan investor sehingga nilai perusahaan cenderung menurun
(Phie & NG, 2020). Sedangkan menurut (Ajili & Khlif, 2020) koneksi politik dapat
membantu pemerintah dalam mengurangi kegiatan tax avoidance.

Audit bersama (joint audit) adalah audit atas badan hukum (yang di audit)
oleh dua atau lebih auditor untuk menghasilkan satu laporan audit, sehingga berbagi
tanggung jawab atas audit tersebut (En.wikipedia.org, 2020). Hasil penelitian yang
dikemukakan oleh (Ajili & Khlif, 2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan
negatif yang signifikan antara joint audit dengan tax avoidance.

Tax avoidance juga terjadi di Indonesia salah satunya di perusahaan
pertambangan (PT. Adaro Energy Thk). Dikutip dari (Tirto.id, 2019), Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) menyelidiki dugaan tax avoidance yang dilakukan oleh
perusahaan batubara, PT Adaro Energy Thk yang merupakan perusahaan tambang

batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat golden taxpayer dari



Direktoran Jenderal Pajak (DJP). PT Adaro Energy Tbk. memanfaatkan skema
transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura (Coaltrade
Service International) untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia.

Dikutip dari (www.merdeka.com, 2019), PT Adaro Energy Tbk melalui
Global Witness yang berjudul Taxing Times for Adaro, PT Adaro Energy Thk. telah
mengalihkan keuntungan dari batubara yang dihasilkan di Indonesia dengan cara
mengalihkan melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena ini
terjadi untuk menghindari pajak di Indonesia. PT Adaro Energy Thk. dana yang
dikeluarkan untuk layanan-layanan publik hampir 14 juta dolar per tahun
kemungkinan PT Adaro Energy Tbk. telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia
dan uang vyang tersedia untuk pemerintah Indonesia. Dikutip dari
(Finance.detik.com, 2019), dampak yang diterima akibat penghindaran pajak yang
dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. adalah pembayaran pajak senilai 125 juta
dolar atau setara dengan Rp.1,75 Triliun (kurs Rp.14.000) lebih rendah daripada
yang seharusnya dibayarkan.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini berlokasi di perusahaan sektor
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Tax
Avoidance. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti di karenakan perusahaan yang lebih
besar biasanya memiliki biro hukum atau tim lawyer yang tangguh sehingga
mampu mencari celah dalam undang-undang perpajakan dan pendapatan laba
perusahaan pasti sangat besar sehingga menyebabkan beban pajak yang dibayarkan

tinggi pula, hal ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan



tax avoidance. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sektor
tambang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit,
Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan Joint Audit Terhadap Tax Avoidance
(Studi Kasus pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2017-2019)”

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditarik
suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax
avoidance?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance?

5. Apakah joint audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka peneliti memberikan batasan

masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan institusional yang diukur dalam persentase

jumlah saham yang dimiliki oleh institusi
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2. Pengaruh komite audit yang akan diukur dengan menggunakan variabel
dummy jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi
kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3
akan diberi kode 0.

3. Pengaruh ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Log Total Aset.

4. Pengaruh koneksi politik yang diukur dengan menggunakan variabel
dummy di mana 1 nilai untuk adanya kepemilikan saham yang lebih dari
10% atau sama dengan 10% oleh pemerintah dan O jika tidak.

5. Pegaruh joint audit yang diproksikan dengan variabel dummy yang
nilainya sama dengan 1 jika laporan audit yang diterbitkan
ditandatangani oleh dua auditor ekternal dan O jika tidak.

6. Tax avoidance diproksikan dengan Cash ETR

7. Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan apa yang akan diperoleh atau

dicapai peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance.
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3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.

4. Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh negatif terhadap
tax avoidance.

5. Untuk mengetahui apakah joint audit berpengaruh negatif terhadap tax

avoidance.

15 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai perpajakan. Sehingga dapat menerapkan teori agensi atau keagenan,
di mana teori ini menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel peneliti
bahwa adanya suatu konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen

perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976) (dalam Wedhar, 2017)

b. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti agar tahapan penelitian serta hasil penelitian yang
diperolen dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai perpajakan di
lapangan, serta memberikan informasi mengenai tax avoidance. Dengan adanya
penelitian ini diharapkan agar perusahaan tetap melakukan kewajibannya dalam
membayar pajak dan tidak melakukan kecurangan dengan memanfaatkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara.



